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Abstrak 

Pembuangan sampah di ruang publik merupakan permasalahan kronis di 

Indonesia yang tidak kunjung teratasi meski telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pendekatan 

sanksi hukum positif yang selama ini diterapkan terlalu mengandalkan 

mekanisme eksternal dan koersif berupa denda serta pidana ringan, 

sehingga gagal membentuk kesadaran internal pelanggar dan kepatuhan 

yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual 

bagaimana nilai-nilai Maqasid al-Syari'ah dapat diintegrasikan dalam 

penerapan sanksi hukum positif terhadap perilaku pembuangan sampah di 
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ruang publik. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan 

konseptual analitis dan teknik analisis doktrinal-komparatif, penelitian ini 

menemukan bahwa sanksi formal dalam hukum positif Indonesia 

mengalami kekosongan normatif akibat ketiadaan fondasi etis substantif 

dalam struktur normanya. Nilai-nilai Maqasid al-Syari'ah, khususnya 

prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), dan 

hifz al-nasl (perlindungan keturunan), memiliki relevansi langsung dengan 

isu lingkungan dan mampu mengisi dimensi etis yang hilang tersebut. 

Integrasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, 

yaitu pendekatan subtantif melalui internalisasi nilai dalam substansi 

hukum, pendekatan instrumental melalui pemanfaatan nilai sebagai bahasa 

edukasi dan rehabilitasi, serta pendekatan kultural melalui transformasi 

ethos masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai 

Maqasid al-Syari'ah sebagai ethical reinforcement tidak mengubah karakter 

hukum positif, melainkan memperkuat legitimasi internal dan efektivitas 

sanksi formal dengan menjangkau kesadaran kolektif masyarakat. 

Kata Kunci: pembuangan sampah, sanksi hukum positif, Maqasid al-

Syari'ah, ethical reinforcement, integrasi hukum, penegakan hukum 

lingkungan 

 

Abstract 

Littering in public spaces remains a chronic problem in Indonesia that has yet to be 

resolved, despite being regulated under Law No. 18 of 2008 on Waste Management. 

The prevailing approach, which relies on positive law sanctions, depends too heavily 

on external and coercive mechanisms such as fines and minor criminal penalties, and 

has thus failed to foster internal awareness among offenders and ensure sustainable 

compliance. This study aims to examine conceptually how the values of Maqasid al-

Syari'ah can be integrated into the application of positive law sanctions against 

littering in public spaces. Using a normative research method with a conceptual-

analytical approach and doctrinal-comparative analysis techniques, this study finds 

that formal sanctions in Indonesian positive law suffer from a normative void due to 

the absence of a substantive ethical foundation within their normative structure. The 

values of Maqasid al-Syari'ah, particularly the principles of hifz al-nafs (protection 

of life), hifz al-mal (protection of property), and hifz al-nasl (protection of progeny), 

bear direct relevance to environmental issues and are capable of filling this missing 

ethical dimension. Integration can be achieved through three complementary 

approaches: a substantive approach through the internalisation of values within the 

substance of the law; an instrumental approach through the utilisation of values as a 

language of education and rehabilitation; and a cultural approach through the 

transformation of societal ethos. The findings suggest that integrating Maqasid al-
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Syari'ah values as an ethical reinforcement does not alter the character of positive 

law, but rather strengthens the internal legitimacy and effectiveness of formal 

sanctions by resonating with societal values. 

Keywords: littering, positive law sanctions, Maqasid al-Syari'ah, ethical 

reinforcement, legal integration, environmental law enforcement 

 

Pendahuluan 

Pembuangan sampah di ruang publik adalah masalah yang sudah lama 

ada, tapi hingga saat ini sulit sekali diatasi. Banyak kota di Indonesia, di 

sekitar trotoar, pinggir jalan raya, sungai, pesisir pantai dan ruang publik 

lainnya seringkali menjadi tempat pembuangan sampah. Seharusnya 

sampah-sampah itu, di buang pada tempat yang telah disediakan. Fenomena 

ini bukan sekadar masalah kebersihan biasa. Kalau dipahami lebih jauh, 

perilaku membuang sampah sembarangan mencerminkan sesuatu yang 

lebih fundamental, yang berhubungan dengan pemahaman manusia dan 

lingkungannya, dan sejauh mana norma hukum mampu membentuk 

perilaku. 

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton 

pertahun, dan sebagian besar sekitar 60% berakhir di TPA terbuka. Angka 

ini sendiri sudah cukup mengkhawatirkan. Tapi yang lebih mengganggu 

adalah sampah yang tidak sampai ke TPA sama sekali, melainkan dibuang 

begitu saja di jalan, di selokan, atau di sudut-sudut kota. Praktik ini terjadi 

di hampir semua level masyarakat, dari warga biasa hingga pengusaha yang 

membuat limbah industri ke sungai tanpa izin. 

Upaya penanganan sampah di Indonesia sebenarnya sudah diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, misalnya, secara eksplisit 

melarang pembuangan sampah di tempat yang bukan ditentukan dan 

mengatur sanksi bagi pelanggarnya. Perda di tingkat daerah pun banyak 

yang mengadopsi ketentuan serupa. Tapi sayangnya, aturan-aturan ini 

seringkali hanya tinggal di atas kertas. Penegakan hukumnya lemah, 

sanksinya tidak efektif, dan yang lebih penting lagi, tidak ada perubahan 

signifikan dalam kesadaran masyarakat. Masalahnya, pendekatan hukum 

yang selama ini diterapkan terlalu mengandalkan sanksi formal. Denda, 

sanksi administratif, bahkan pidana ringan semua itu bersifat eksternal dan 

koersif. Mereka bisa memaksa orang untuk tidak membuang sampah 

sembarangan, tapi tidak bisa membuang orang tidak mau membuang 

sampah sembarangan. Perbedaan ini penting. Hukum yang hanya 

mengandalkan paksaan tanpa menyentuh kesadaran internal cendrung 
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tidak bertahan lama begitu pengawasan berkurang. 

Di sinilah muncul pertanyaan yang layak dijawab secara akademis, 

yaitu apakah ada pendekatan lain yang bisa melengkapi kekurangan hukum 

positif? Pendekatan yang tidak menggantikan sanksi formal, tapi 

memperkuatnya dari dalam. Salah satu kemungkinannya, dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai etis yang sudah melekat dalam tradisi 

keagamaan masyarakat. Di Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, nilai-

nilai dalam maqasid al-syari’ah bisa menjadi sumber etika yang relevan. 

Maqasid al-syari’ah, dalam pemikiran klasik maupun komtemporer, tidak 

hanya berbicara tentangg ritual keagamaan. Prinsip-prinsip seperti hifz al-

nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-nasl 

(perlindungan keturunan) sebenarnya memiliki implikasi luas, termasuk 

dalam isu lingkungan. Sampah yang menumpuk di ruang publik bisa 

menyebabkan penyakit (mengancam jiwa), merusak aset publik 

(mengancam harta), dan merusak lingkungan hidup bagi generasi 

mendatang (mengancam kelangsunggan keturunan). Bertitik tolak dari 

gambaran ini, maka membuang sampah sembarangan bukan sekadar 

pelanggaran administratif, tapi juga bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai 

fundamental yang dijaga oleh syariah. 

Namun, perlu digaris bawahi. Dengan mengatakan maqasid al-syari’ah 

relevan dengan isu lingkungan adalah satu hal. Sementara 

mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum positif Indonesia adalah hal 

yang sama sekali berbeda. Proses ini memerlukan konstruksi konseptual 

yang jelas, pemetaan mekanisme operasional, dan pemahaman mendalam 

tentang karakter kedua sistem hukum tersebut. Integrasi yang sembarangan 

bisa mereduksi nilai maqasid menjadi sekadar legitimasi simbolik, tanpa 

dampak subtantif terhadap perilaku. Berpijak dari hal ini, maka penelitian 

ini bermaksud mengisi celah tersebut. Dengan mengkaji secara mendalam 

bagaimana nilai-nilai maqasid al-syariah bisa diintegrasikan dalam 

penerapan sanksi hukuum positif terhadap perilaku pembuangan sampah di 

ruang publik, diharapkan muncul kerangka kerja yang tidak hanya 

akademis, tapi juga aplikatif. Artikel ini berkontribusi pada literatur hukum 

lingkungan Islam dengan menawarkan alternatif pendekatan integratif yang 

menggabungkan kekuatan hukum positif dan kedalaman nilai etis-agama.       

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual 

analitis. Tujuannya bukan untuk menguji hipotesis di lapangan atau 

mengumpulkan data dari warga, melainkan untuk membangun kerangka 

integrasi antara dua ssitem normatif hukum positif Indonesia dan Maqasid 
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al-syari’ah yang keduanya bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini, penulis 

akan menganalisis apakah struktur logis dan nilai-nilai dalam maqasid al-

syari’ah sesuai untuk diintegrasikan ke dalam hukum positif. Secara lebih 

spesifik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 

analisis doktrinal (doctrinal legal research). Data yang dikumpulkan meliputi 

bahan hukum primer terutama UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah dan peraturan turunanya serta bahan hukum sekuunder berupa 

literatur tentang Maqasid al-syari’ah dari tradisi klasik (al-Ghazali dan Al-

Juwaini) dan Kontemporer (Jasser Auda dan Thaha Jabir Al-Alwani), 

ditambah literatur tentang teori integrassi hukum dan penegakan huku 

lingkungan. 

 Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konseptual-komparatif. 

Menurur Marzuki,  pendekatan konseptual maksudnya peneliti menguraikan 

dan membedah konsep-konsep kunci dalam kedua sistem hukum, misalnya 

apa yang dimaksud sanksi dalam hukum positif, dan apa yang dimaksud 

dengan “hifz” (perlindungan) dan maqasid. Sedangkan komparatif, 

sebagaimana dikutip oleh Suyanto dalam Marzuki, bahwa peneliti 

menyandingkan kedua konsep tersebut untuk menemukan titik-titik temu 

dan celah yang perlu dijembatani. Meskipun penelitian ini normatif, akan 

tetap memperhatikan konteks sosial dalam artian terbatas. Bukan berarti 

peneliti mengumpulkan data lapangan, tapi peneliti mempertimbangkan 

bahwa hukum positif Indonesia diterapkan dalam masyarakat yang 

mayoritas Muslim, di mana nilai-nilai Islam termasuk Maqasid sudah 

menjadi bagian dari legal consciousness kolektif. Pertimbangan ini relevan 

untuk menjustifikasi kenapa integrasi tersebut mungkin dan mengapa ini 

diperlukan, meskipun bukan sebagai data empirik. Peneliti sadar 

sepenuhnya, bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan yang jelas. 

Karena bersifat library research, hasilnya hanya sebatas kerangka teoritis yang 

perlu diuji dalam praktik. Tapi dalam tahap  pengenbangan konsep, metode 

normatif justru yang paling tepat. Sebelum bertanya apakah sesuatu berhasil 

di lapangan, kita harus bertanya dulu apakah itu masuk secara konseptual. 

 

Hasil Penelitian 

Profil Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Sampah di Ruang Publik 

 Aturan tentang pembuangan sampah di Indonesia sebenarnya 

sudah cukup lengkap. UU No. 18 Tahun 2008 mengatur sanksi administratif 

berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin bagi pelaku 

usaha. Bagi individu, ada sanksi berupa denda. Di tingkat daerah, banyak 

perda yang mengatur sanksi pidana ringan. Seperti kasus di Pandeglang dan 

Cimahi. Tapi masalahnya bukan pada keberadaan aturan, melainkan pada 
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konsistensi logis dan daya normatif yang terkandung di dalamnya. Kalau 

ditelusuri lebih dalam, aturan-aturan ini lebih banyak berbicara tentang apa 

yang dilarang dan berapa denda yang harus dibayar, tapi jarang menjelaskan 

mengapa larangan itu ada dan nilai apa yang dilindungi. Ketiadaan fondasi 

etis dalam struktur norma membuat hukum terasa datar dan tidak memiliki 

daya tarik moral bagi pelanggar 

 Kalau dilihat dari perspektif normatif, sanksi yang diatur dalam UU 

No. 18 Tahun 2008 lebih banyak mengandalkan pendekatan administratif 

dan pidana ringan. Denda menjadi instrumen utama. Tapi pertanyaannya, 

apakah sanksi semacam ini cukup untuk membentuk kepatuhan? Dari sudut 

pandang teori hukum, sanksi yang hanya bersifat eksternal dan tidak diiringi 

oleh fondasi etis cendrung tidak bertahan. Begitu mekanisme pengawasan 

lemah, pelanggaran akan kembali terjadi. Teori hukum dari Lon Fuller 

tentang “inner morality of law” menegaskan bahwa hukum yang efektif harus 

memiliki dimensi moral yang diterima oleh subjek hukum, bukan sekadar 

perintah yang dipaksakan. Tanpa dimensi ini, hukum kehilangan legitimasi 

internalnya. 

 Di sinilah muncul gap konseptual. Hukum positif mengatakan 

pembuangan sampah sembarangan itu salah, tapi tidak menjelaskan 

mengapa itu salah dalam dimensi yang lebih dalam. Ada semacam 

“kekosongan normatif” di mana hukum berhenti pada level “dilarang” 

tanpa mampu menjangkau level “seharusnya tidak dilakukan karena....”. 

Fenomena ini, meskipun bisa diobservasi di lapangan, bisa juga dianalisis 

secara doktrinal sebagai ketiadaan fondasi etis dalam struktur norma itu 

sendiri. Dalam terminologi teori hukum, ini adalah ketiadaan ratio legis yang 

subtantif hukum memiliki tujuan formal (ketertiban), tapi kehilangan tujuan 

subtantif (keadilan dan perlindungan nilai). Ketiadaan ini membuat hukum 

terasa asing dan tidak menyentuh kesadaran pelanggar. 

 

Potensi Nilai Maqasid al-Syari’ah dalam Mengisi Dimensi Etis 

 Maqasid al-Syari’ah menawarkan fondasi etis yang bisa mengisi 

kekosongan tersebut. Dalam tradisi klasik, maqasid diklasifikasikan dalam 

lima kategor, hifz al-din, hifz al-naf, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-aql. Al-

Raysuni mengutip Al-Ghazali, menjelaskan bahwa tujuan syariah pada 

dasarnya adalah menlindungi kepentingan manusia dalam dimensi yang 

paling fundamental. Perlindungan ini tidak terbatas pada ritual keagamaan, 

tapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang memungkinkan manusia 

hidup dengan martabat. Dalam konteks ini, lingkungan yang bersih dan 

sehat bukan sekadar kenyamanan, tapi prasyarat bagi terlindunginya jiwa, 

harta, dan keturunan. 
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 Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa jadi sumber penyakit 

mengancam jiwa (nafs). Sampah juga merusak aset publik. Jalan menjadi 

kotor, sungai tersumbat, fasilitas umum rusak. Ini semua adalah harta (mal) 

yang seharusnya dilindungi. Dan yang paling fundamental, lingkungan 

yang rusak akan diteruskan ke generasi mendatang, mengancam 

kelangsungan nasl. Dalam tradisi fiqh, kerusakan harta publik (al-mafsadah fi 

al-mal al-‘amm) merupakan ketegori kerugian yang harus dicegah. 

Pembuangan sampah sembarangan bisa dikategorikan sebagai bentuk 

tadarur (kerusakan) yang bertentangan dengan prinsip al-darar yuzal 

(kerugian harus dihilangkan). Dengan demikian, Maqasid bukan hanya 

relevan secara metaforis, tapi memiliki dasar teknis dalam tradisi hukum 

Islam. 

 Dalam pemikiran kontemporer, Jasser Auda mengambangkan 

Maqasid menjadi kerangka yang lebih dinamis. Ia menekankan bahwa 

maqasid bukan daftar nilai statis, tapi prinsip-prinsip yang harus 

diaktualisasikan sesuai konteks. Dalam konteks modern, isu lingkungan bisa 

dipandang sebagai bagian dari hifz al-nafs dan hifz aml-nasl yang diperluas. 

Auda memperkenalkan konsep “higher objective” yang bersifat maqasid 

‘ammah (tujuan umum) dan tidak terbatas pada konteks historis tertentu.  

Pendekatan ini membuka ruang bagi aplikasi Maqasid pada isu-isu modern 

yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik, termasuk pengelolaan 

sampah dan kerusakan lingkungan. Kerangkanya yang fleksibel 

memungkinkan integrasi tanpa harus memaksakan konteks klasik pada 

realitas modern. 

Yang menarik dari perspektif normatif, nilai-nilai ini sudah ada dalam 

tradisi keilmuan Islam dan bisa dijadikan referensi etis tanpa harus 

mengubah karakter hukum positif. Mereka berfungsi sebagai “lensa 

interpretatif” yang memperkaya pemahaman tentang mengapa 

perlindungan lingkungan itu penting bukan hanya karena diatur undang-

undang, tapi karena merupakan bagian dari tujuan fundamental syariah. 

Dalam teori integrasi hukum, pendekatan semacam ini disebut “normative 

complementarity” dimana sistem hukum yang berbeda saling melengkapi 

tanpa saling menggantikan. Maqasid memberikan fondasi why, sementara 

hukum positif menyediakan mekanisme how. Keduanya bisa berjalan 

paralel dan saling menguatkan.     

 

Kondisi Integrasi Saat Ini: Implisit dan Belum Terstruktur 

 Potensi integrasi belum terealisasi secara optimal. Dari perspektif 

analisis doktrinal, integrasi nilai Maqasid dalam hukum positif Indonesia 

masih bersifat implisit. Ada undang-undang yang mengadopsi nilai-nilai 
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Islam secara umum seperti UU Perkawinan yang mengacu pada fiqh tapi 

tidak ada regulasi lingkungan yang secara eksplisit merujuk pada Maqasid 

al-Syari’ah. Bahkan dalam UU No. 18 Tahun 2008, yang mengatur 

pengelolaan sampah secara komprehensif, tidak ditemukan referensi 

apapun terhadap prinsip-prinsip perlindungan jiwa, harta, atau keturunan 

sebagai dasar filosofis pengaturan. Ketiadaan referensi ini bukan berarti 

nilai-nilai tersebut tidak relevan, tapi menunjukkan bahwa proses integrasi 

belum dilakukan secara sadar dan sistematis. 

 Di tingkat perda, seperti kabupaten Aceh Timur, sudah 

memasukkan unsur nilai Islam dalam aturan tentang Pelestarian 

Kebudayaan Bernuansa Islami. Bukan mustahil kalau sekadar memasukkan 

“kebersihan” dalam bentuk yang umum dimasukkan dalam Perda 

Persampahan. Misalnya, secara eksplisit menyebut “menjaga kebersihan 

adalah bagian dari iman”, bagaimana konsep tersebut dioperasionalisasikan 

dalam mekanisme sanksi. Tanpa konstruksi konseptual yang jelas, nilai-nilai 

tersebut tetap di level slogan, bukan pedoman operasional yang bisa 

diintegrasikan dalam mekanisme sanksi. Slogan semacam itu mungkin 

efektif untuk kampanye kesadaran, tapi tidak meiliki kekuatan hukum yang 

bisa diandalkan dalam penegakan. Ada jarak yang jauh antara “kebersihan 

sebagian dari iman” sebagai pesan moral dan “kebersihan sebagian dari 

iman” sebagai dasar pertimbangan hukum. 

 Agar lebih mendalam, seharusnya sistem penegakan hukum belum 

meiliki kerangka untuk mengaktualisasikan dimensi etis ini. Sanksi yang ada 

denda, kurungan bersifat represif dan tidak memiliki komponen 

transformatif yang menjelaskan nilai di balik larangan. Dari sudut pandang 

teori hukum, ini adalah ketiadaan ratio legis yang subtantif. Dalam tradisi 

hukum Eropa kontinental, ratio legis adalah jiwa dari norma hukum; 

tanpanya, norma menjadi mekanis dan kehilangan daya penggerak. Di 

Indonesia, meskipun Pancasila sebagai dasar negara mengandung dimensi 

etis dan spiritual, translasi ke dalam praktik penegakan hukum masih sangat 

terbatas. Aparat penegak hukum dilatih untuk prosedur penindakan, bukan 

untuk mengkomunikasikan nilai-nilai fundamental yang dilindungi oleh 

aturan. Akibatnya, interaksi antara aparat dan masyarakat tetap bersifat 

transaksional, tanpa ruang untuk transformasi kesadaran. 

 

 

Pembahasan 

Kelemahan Pendekatan Sanksi Murni dalam Penegakan Hukum Sampah 

Hukum positif Indonesia terkait pengelolaab sampah memang sudah 

cukup komprehensif. UU No. 18 Tahun 2008 mengatur jenis sanksi, antara 
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lain administratif berupa perintah pemulihan, denda, dan pencabutan izin; 

perdata berupa ganti rugi dan tindakan tertentu; serta pidana berupa 

kurungan dan denda hingga miliaran rupiah. Tapi implementasinya di 

lapangan seringkali terbentur pada masalah klasik, yaitu lemahnya 

pengawasan, korupsi, dan budaya birokrasi yang memperlambat proses 

penegakan. Selain itu, ada masalah yang lebih fundamental. Sanksi hukum 

yang dirancang untuk menakuti pelaku (specific deterrence) dan orang lain 

(general deterrence) ternyata tidak selalu efektif. Studi empiris menunjukkan 

bahwa ketika tingkat penegakan rendah, peningkatan kepastian atau 

keparahan sanksi malah bisa berdampak kontradiktif justru meningkatkan 

pelanggaran. Artinya, sanksi yang terlalu ringan atau terlalu jarang 

dijalankan justru membuat orang merasa aman untuk melanggar. 

Masalah lainnya adalah bahwa pendekatan deterrence seringkali gagal 

membangun culture of compliance. Secara teoritis, perilaku pelanggaran tidak 

selalu didasarkan pada perhitungan rasional yang stabil. Pelaku bertindak 

berdasarkan persepsi probabilitas tertangkap yang terus diperbarui melalui 

pengalaman. Peningkatan sanksi hanya menekan pelanggaran dalam jangka 

pendek karena tidak mengubah persepsi tersebut. Sebaliknya, peningkatan 

penegakan hukum memberi informasi nyata yang menurunkan keyakinan 

pelaku atas kemampuannya menghindari hukuman. Akibatnya, efek jera 

menjadi lebih berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepatuhan 

lebih dipengaruhi oleh pembelajaran empiris daripada ancaman normatif 

yang bersifat abstrak dan tidak langsung dirasakan. 

Penelitian terhadap perusahaan di Amerika Serikat menemukan bahwa 

banyak pelaku usaha kecil dan menengah tidak menghitung probabilitas 

tertangkap atau besar denda secara rasional. Mereka lebih menggunakan 

aturan praktis, kalau melanggar, cepat atau lambat akan ketahuan, dan 

penaltinya bisa membuat bangkrut. Tapi yang lebih menarik, hampir 

separuh responden juga memberikan alasan normatif mereka taat karena 

merasa itu hal yang benar untuk dilakukan. Ini menunjukkan bahwa 

kepatuhan tidak murni instrumental, tapi juga mengandung dimensi moral. 

Dalam konteks pembuangan sampah di ruang publik, fenomena sering 

terjadi. Orang yang membuang samoah sembarangan bukan selalu karena 

tidak tahu aturan, tetapi karena tidak merasa ada yang salah dengan 

perilakunya. Sanksi denda yang jarang diterapkan karena aparat terbatas 

dan ruang publik sangat luas justru menciotakan persepsi bahwa risiko 

tertangkap sangat kecil. Akibatnya, aturan hukum menjadi sekadar kertas 

tanpa makna sosial yang melekat. 

 

Maqasid al-Syari’ah sebagai Ethical Reinforcement 
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 Di sinilah Maqasid al-Syari’ah bisa masuk sebagai ethical 

reinforcement. Dalam penjelasan Trotter dijelaskan bahwa ethical reinforcement 

pendekatan yang menggunakan reinforcement learning untuk membentuk 

perilaku etis melalui sistem reward. Agen belajar dari pengalaman, bukan 

sekadar mengikuti aturan tetap, dengan mempertimbangkan preferensi 

manusia yang tidak selalu diketahui. Hal ini selaras dengan tujuan 

dikembangkannya Maqasid oleh para ulama, yaitu untuk menemukan 

tujuan-tujuan esensial di balik aturan-aturan syariah dengan 

mempertimbangkan lima kebutuhan dasar yang harus dilindungi adalah 

jiwa (nafs), akal (‘aql), agama (din), keturuan (nasl), dan harta (mal). Dalam 

konteks modern, nilai-nilai ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa 

perlindungan lingkungan. Jika rumusan ini dikaitkan dengan membuang 

sampah sembarangan, misalnya, bisa dipandang sebagai pelanggaran 

terhadap hifz al-nafs karena pencemaran lingkungan langsung berdampak 

pada kesehatan masyarakat penyakit diare, demam berdarah, dan gangguan 

pernafasan akibat sampah yang berserakan. Ini juga merusak hifz al-mal, 

karena membersihkan lingkungan membutuhkan biaya yang sebenarnya 

bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Dan yang paling penting, ini 

mengancam hifz al-nasl, karena generasi mendatang akan mewarisi 

lingkungan yang terdegradasi. 

 Menariknya, konsep-konsep ini sebenarnya tidak asing dalam 

tradisi hukum Islam. Prinsip la darara wa la dirar (tidak boleh merusak dan 

tidak boleh dirusak) sudah menjadi dasar etika lingkungan dalam fiqh. 

Ketika nilai-nilai ini diaktualisasikan dalam konteks hukum positif, yang 

terjadi bukan penggantian hukum positif dengan hukum agama, melainkan 

penguatan fondasi moral di balik sanksi formal. Integrasi ini bisa bekerja 

secara paralel. Sanksi denda atau kruungan tetap ada sebagai mekanisme 

eksternal untuk menakuti pelaku. Tapi di samping itu, ada komponen 

interpretatif yang menjelaskan bahwa membung sampah sembarangan 

bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga bentuk kerusakan 

terhadap jiwa, harta, dan generasi mendatang. Komponen ini bisa 

diaktualisasikan dalam berbagai bentuk, dalam considerans undang-undang, 

dalam pertimbangan hakim, atau dalam program edukasi yang terstruktur. 

 Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa pendekatan ini 

mempertahankan karakter hukuum positif. Maqasid tidak digunakan 

sebagai dasar hukuum formal yang menggantikan UU No. 18 Tahun 2008, 

melainkan sebagai lensa etis yang memperkaya pemahaman tentang 

mengapa aturan tersebut ada. Dalam teori hukum, memang ada pengakuan 

bahwa hukum yang efektif memiliki legitimasi tidak hanya dari otoritas 

pembuatnya, tapi juga dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Ketika 
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sanksi didukung oleh kesadaran etis yang kuat, penegakan hukum menjadi 

lebih efektif kareena masyarakat tidak hanya takut tertangkap, tapi juga 

merasa aturan itu benar-benar penting.  

 

Tiga Pendekatan Integrasi 

 Secara konseptual, integrasi bisa dilakukan melalui tiga pendekatan 

yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan subtantif yang paling dalam. 

Pendekatan ini sebenarnya, pembehasaan sederhana dari Amin Abdullah 

tentang pendekatan integratif-interkonektif yang bersifat etik-subtansial. 

Dua corak pendekatan studi Islman menurutnya, bisa dilakukan dengan dua 

pendekatan, yaitu formalistik-doktrinal dan subtantif. Dalam kontek 

penelitian ini, nilai-nilai Maqasid diinternalisasi dalam subtansi hukum. 

Misalnya, dalam penjelasan umum UU atau peraturan daerah, dimasukkan 

pemikiran bahwa perlindungan sejalan dengan prinsip hifz al-nafs dan hifz al-

nasl. Atau dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, hakim merujuk 

pada nilai-nilai tersebut sebagai dasar moral di balik sanksi.  

Tantangan pendekatan subtantif adalah resistensi dari tradisi 

positivisme hukum yang memisahkan hukuum dari moral. Di Indonesia, 

meskipun Pancasila mengandung dimensi spiritual, praktik hukum masih 

dipengaruhi pemikiran positivisme Belanda yang menganggap hukum 

sebagai perintah berdaulat, terpisah dari pertimbangan etis. 

Mengintegrasikan Maqasid dalam subtansi hukum memerlukan pergeseran 

paradigma yang tidak mudah. Tapi bukan berarti mustahil. Salah satu 

putusan Mahkamah Konstitusi sudah mulai menggunanakan argumen 

kemanusiaan dalam pertimbangan hukumnya, meski masih sporadis. Dalam 

putusan ini, Mahkamah Konstitusi dalam perkara status anak luar kawin 

menyebut nilai keadilan, kemanusiaan, dan juga menyentuh dimensi moral 

yang tidak terlepas dari nilai agama. 

Senada dengan ulasan integrasi versi Amin Abdullah, yaitu integrasi 

epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Integrasi model ini, merupakan 

upaya rekonstruksi nalar keislaman dengan menata ulang relasi antar-

sumber pengetahuan. Dengan merujuk pada kerangka Abed al-Jabri dalam 

tradisi Islamic epistemology, yang mengkritik dominasi bayani yang 

cenderung tekstualis dalam memahami praktik pernikahan dini. Integrasi 

dilakukan dengan membuka ruang dialog dengan burhani melalui data 

empiris seperti dampak kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan 

konsekuensi sosial sehingga teks tidak lagi dipahami secara literal, tetapi 

kontekstual. Sementara itu, dimensi irfani hadir sebagai penguat kesadaran 

etis-spiritual, yang menempatkan persoalan pernikahan dini dalam horizon 

nilai kemaslahatan yang lebih luas. 
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 Kedua, pendekatan instrumental yang lebih praktis. Pendekatan 

instrumental ini, menekankan fungsi praktis hukum sebagai alat untuk 

mencapai tujuan, yang berkorelasi dengan teori Khaled Abou El Fadl tentang 

consequentialist fiqh yang menganggap hukum Islam sebagai instrumen 

human epistemik untuk mewujudkan keadilan substantif. Bagi Abou El 

Fadl, validitas hukum tidak terletak pada literalitas tekstual, melainkan pada 

konsekuensi etisnya; suatu fatwa menjadi otoritatif hanya jika menghasilkan 

kebaikan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Namun, instrumentalitas 

ini harus dikontrol oleh khuluq atau kompetensi moral penafsir, sehingga 

teks tidak dijadikan alat kekuasaan otoriter. Jadi, pendekatan instrumental 

dalam kerangka Abou El Fadl bukan pragmatisme tanpa arah, melainkan 

metode aplikatif yang berorientasi pada maqasid keadilan universal dengan 

tetap menghargai dialog kritis antara teks, konteks, dan etika. 

Kontektualisasi dengan penelitian ini, maka maqasid digunakan 

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum positif. Contohnya, dalam 

program edukasi lingkungan, nilai-nilai Maqasid digunakan sebagai bahasa 

yang dipahami masyarakat Muslim. Atau dalam sanksi alternatif, pelanggar 

diminta melakukan kegiatan yang relevan dengan nilai-nilai lingkungan 

sebagai rehabilitasi. Pendekatan instrumental memanfaatkan insight ini 

dengan membungkus pesan lingkungan dalam bahasa keagamaan yang 

sudah familiar. Risikonya adalah reduksi Maqasid menjadi sekadar alat, 

tanpa pengakuan terhadap kedalaman teologinya. Kalau hanya digunakan 

sebagai trik untuk membuat orang taat, maka nilai-nilai tersebut kehilangan 

makna trasformatifnya. Oleh karena itu, pendekatan instrumental harus 

selalu diimbangi dengan pendekatan yang lebih dalam. 

 Ketiga, pendekatan kultural yang paling luas dan paling sulit. 

Pendekatan kultural paling sesuai dengan pemikiran Nurcholish Madjid 

melalui konsep Islam Kultural yang mengembangkan Islam sebagai rahmatan 

lil 'alamin yang harus hidup dalam medium budaya lokal. Cak Nur menolak 

Arab-sentrisme dan mengusulkan membumikan Islam melalui dialog kritis 

dengan tradisi keindonesiaan, filsafat Barat, dan pemikiran modern tanpa 

kehilangan esensi teologis. Dalam konteks integrasi hukum positif dan 

maqasid al-syariah, pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak 

boleh terisolasi dalam formalisme tekstual, melainkan harus berfungsi 

sebagai instrumen untuk mewujudkan kemashlahatan publik dalam 

kerangka peradaban. Integrasi agama-budaya, bukan asimilasi, menjadi 

kunci, hukum positif dapat menampung nilai-nilai maqasid keadilan, 

kebebasan, dan kemanusiaan yang universal, sementara tetap menghargai 

konteks kultural lokal. Cak Nur secara eksplisit mengembangkan dimensi 

kultural-sosiologis ini, menjadikannya padanan yang paling langsung untuk 
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pendekatan kultural yang paling luas dan kompleks dalam rekayasa hukum 

kontemporer.  

Dengan demikian, integrasi kultural berupaya mengubah ethos 

masyarakat terhadap sampah melalui internalisasi nilai Maqasid. Untuk 

mewujdukan hal tersebut, perlu melibatkan berbagai pihak, misalnya 

sekolah, masjid, organisasi masyarakat, media. Dalam kontek penelitian ini, 

maka membuang sampang pada tempatnya bukan lagi karena takut 

didenda, tapi karena sudah menjadi bagian dari identitas keagamaan. Ini 

transformasi yang paling sulit, tapi paling bertahan lama. Seperti yang 

ditunjukkan oleh penelitian terhadap kepatuhan perusahaan, culture of 

compliance yang terbentuk melalui internalisasi norma jauh lebih stabil 

daripada kepatuhan yang murni didorong oleh ancaman. 

 

Tantangan Integrasi dan Potensi Transformasi Penegakan Hukum 

 Integrasi seringkali tidak berjalan mulus. Yang paling fundamental 

adalah perbedaan antara hukum positif yang formal dan Maqasid yang 

normatif-etis. Hukum positif bekerja dengan aturan yang jelas, sanksi yang 

terukur, dan prosedur yang baku. Maqasid bekerja dengan nilai yang 

fleksibel, kontekstual, dan interpretatif. Menggabungkan keduanya 

memerlukan terjemahan konseptual yang cermat. Tidak bisa sembarangan 

mengklaim bahwa suatu aturan “sejalan dengan Maqasid” tanpa proses 

argumentasi yang subtantif. Pastinya ada risiko reduksi simbolik yang 

serius. Oleh karena itu, Maqasid bisa disalahgunakan sebagai legitimasi 

untuk aturan yang tidak berbasis pada nilai-nilai tersebut. Contohnya, perda 

yang keras terhadap pembuangan sampah diklaim “sejalan dengan 

Maqasid” padahal tidak ada proses integrasi subtantif. Ini instrumentalisasi 

agama untuk tujuan administratif, yang merusak kredibilitas kedua sistem. 

Agama jadi alat politik, dan hukum jadi kehilangan keabsahan moralnya. 

 Pertanyaan inklusivitas juga perlu dijawab dengan jujur. Indonesia 

bukan negara Muslim semata, ada komunitas non-Muslim yang juga tunduk 

pada hukum positif yang sama. Solusinya bukan dengan menghilangkan 

Maqasid, tapi dengan membingkai nilai-nilainya dalam bahasa universal 

tentang perlindungan jiwa, harta, generasi. Nilai-nilai ini sebenarnya bisa 

diterima berbagai tradisi Kristen, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan 

lokal karena berbicara tentang kemanusiaan dasar, bukan doktrina teologis 

spesifik. Pengalaman Malaysia dengan Value Based Intermediation 

menunjukkan bahwa kerangka berbasis nilai bisa diterapkan secara inklusif 

asalakan tidak dipaksakan dalam bentuk ritualistik. 

 Kalau integrasi ini berhasil, dampaknya signifikan. Penegakan 

hukum tidak lagi sekadar represif manakuti dan menghukum tapi juga 
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transformatif, mengubah kesadaran dan perilaku. Sanksi hukum menjadi 

lebih efektif karena didukung fondasi etis yang melekat dalam masyarakat. 

Studi tentang deterrence menunjukkan bahwa kepastian penegakan lebih 

penting daripada kepasrahan sanksi. Ketika masyarakat percaya bahwa 

aturan tidak hanya ada di atas kertas tapi juga bermakna dalam kehidupan 

mereka, kepatuhan akan meningkat secara organik. Mempertimbangkan hal 

tersebut, maka secara konseptual, skenario idealnya seperti ini; sanksi denda 

ada sebagai mekanisme eksternal untuk pelanggar berat. Tapi ada 

komponen interpretatif yang menjelaskan dampak lingkungan dari sampah 

terhadap jiwa, harta, dan generasi mendatang, dihubungkan dengan nilai 

hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Pelanggar tidak hanya merasa “tertangkap” tapi 

juga merasa “bersalah” dalam dimensi yang lebih dalam. Kesadaran ini, 

kalau dipupuk secara sistematis, bisa menjadi fondasi perialku bertanggung 

jawab. Tentu, ini memerlukan investasi dalam pengembangan kurikulum 

edukasi lingkuungan berbasis nilai, pelatihan aparat penegak hukum agar 

memahami dimensi etis dari tuas mereka, dan kolaborasi antara lembaga 

hukum dan keagamaan. Tapi arahnya jelas, menuju penegakan hukum yang 

tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kebenaran. Seperti yang 

diargumentasikan oleh Kagan dan rekan-rekannya, regulasi yang berhasil 

bukan yang paling keras, tapi yang mampu menciptakan social license 

kepercayaan masyarakat bahwa aturan tersebut adil dan bermakna. 

 

Kesimpulan 

 Integrasi nilai Maqasid al-Syari’ah dalam penerapan sanksi hukum 

positif terhadap perilaku pembuangan sampah di ruang publik menawarkan 

alternatif dari pendekatan hukum yang murni represif. Tulisan ini 

menunjukkan bahwa kelemahan utama sanksi formal lemahnya 

pengawasan, budaya birokrasi, dan ketiadaan fondasi moral bisa diatasi 

dengan memperkaya hukum positif melalui tiga pendekatan integrasi, 

antara lain: subtantif, instrumental, dan kultural. Pendekatan subtantif 

mengintegrasikan nilai Maqasid dalam subtansi hukum, meski nantinya 

akan menghadapi resistensi positivisme. Sedangkan instrumental 

memanfaatkan nilai-nilai tersebut sebagai bahasa edukasi dan rehabilitasi 

yang efektif. Sementara pendekatan kultural bertujuan mengubah ethos 

masyarakat sehingga kepatuhan menjadi bagian dari identitas, bukan 

sekadar reaksi terhadap ancaman. Ketiganya saling melengkapi dan 

memerlukan terjemahan konseptual yang cermat agar tidak terjadi reduksi 

simbolik atau instrumentalisasi agama.  

 Tantangan inklusivitas terhadap komunitas non-Muslim dapat 

dijawab dengan membingkai nilai Maqasid al-Syari’ah dalam bahasa 
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universal tentang perlindungan kemanusiaan dasar, seperti kehidupan, 

kebebasan, dan martabat. Pendekatan ini menawarkan kerangka etis yang 

dapat diterima lintas komunitas tanpa mengesampingkan pluralisme yang 

menjadi ciri masyarakat majemuk. Integrasi nilai-nilai tersebut tidak 

mengubah hukum positif menjadi hukum agama, melainkan 

mempergunakannya sebagai ethical reinforcement yang memperkuat 

legitimasi dan efektivitas sanksi formal. Dengan demikian, hukum tidak 

hanya mengandalkan kekuatan negara, tetapi juga dibekali kebenaran moral 

yang mampu menjangkau kesadaran kolektif. Arahnya jelas, menuju 

penegakan hukum yang subtantif dan inklusif, di mana keadilan tidak lagi 

eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan menjadi hak bersama yang 

melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. 
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